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Jukir Liar Masih
Berkeliaran

W Yulianingsih
Para jukir liar ini enggan
mengurus izin ke
instansi terkait.

YOGYAKARTA — Juru
parkir (jukir) liar masih ba-
nyak beroperasi di wilayah
Kota Yogyakarta. Mereka jadi
bagian jukir bermasalah yang
terjaring razia tim gabungan,
Rabu (8/4).

Tim gabungan ini terdiri
atas petugas Dinas Perhubu-
ngan Kota Yogyakarta, Dinas
Ketertiban Kota Yogyakarta,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS), dan personel Satuan
Lalu Lintas (Satlantas) Polres-
ta Yogyakarta. Tim ini meng-
gelar razia di beberapa zona
larangan parkir. Antara lain di
Jalan Ahmad Jazuli, Jalan AM
Sangaji, Jalan Pakuningratan,
Jalan Asemgede, Jalan Mage-
lang, Jalan Tentara Rakyat
Mataram, dan Jalan Margo
Utomo. Dalam operasi hingga
Rabu sore, tim gabungan men-
jaring 12 jukir bermasalah.

DiJalan Ahmad Jazuli, ka-
wasan toko-toko bunga, tim
menjaring satu jukir. Kemudian
diJalan AM Sangaji, satu jukir
sempat melarikan diri setelah
melihat kedatangan petugas
tim gabungan. Di Jalan Paku-
ningratan, petugas membina
satu jukir yang tidak tertib.
Sedangkan di Jalan Magelang,
tepatnya di depan apotek Dina
Farma, petugas menjaring satu
julir tak berseragam dan tanpa
izin. Petugas tim gabungan juga
menjaririg dua jukir tanpa surat
tugas di depan Puskesmas Te-
galrejo.

Sementara di Jalan Tenta-
ra Rakyat Mataram dan Jalan
Margo Utomo, petugas menja-
ring enam jukir bermasalah
lainnya. Kepala Bidang Parkir
Dishub Kota Yogyakarta Jho-
han Usaha Pinem mengata-
kan, dari enam jukir tersebut,
tiga di antaranya mendapat
pembinaan dari Dishub dan
sisanya akan disidik PPNS
untuk kemudian diajukan ke
pengadilan. “Untuk yang kita

bina karena pelanggarannya
ringan. Mereka resmi, tapi ti-
dak tertib,” kata dia.
Sedangkan yang terjaring
razia lainnya, menurut Pinem,
merupakan jukir liar yang ti-
dak memiliki izin resmi. Ke-
beradaan jukir liar ini, kata
dia, melanggar Peraturan Da-
erah (Perda) Nomor 18/2009
dan Undang-Undang Nomor
22/2009. Pelanggarnya ter-
ancam hukuman penjara pa-
ling lama tiga bulan atau den-
da maksimal Rp 10 juta.
Pinem mengatakan, jumlah
jukir resmi yang memiliki su-
rat tugas di wilayah Kota Yog-
yakarta ada 900 orang. Namun,
kata dia, setiap jukir memiliki
tiga anak buah yang memban-
tunya, sehingga total jumlah
jukir resmi ada 2.700 orang.
Meskipun begitu, ia menilai
masih muncul para jukir liar.
Menurut dia, munculnya jukir
liar ini karena keberadaan lo-
kasi parkir baru, baik karena
berdirinya pertokoan, kantor,
atau usaha baru. “Mereka ini
tidak mau mengajukan surat
izin ke kita. Karena kalau
mengajukan izin, pasti harus
bayar retribusi,” ujar dia
Kepala Unit Dikyasa Sat-
lantas Polresta Yogyakarta
AKP Pardiyana mengatakan,
jajarannya selalu melakukan
survei berkala terkait persoa-
lan parkir ini. Dari hasil sur-
vei, kata dia, beberapa titik
jalan rawan munculnya parkir
liar. Seperti di sekitar Jalan
Diponegoro, tepatnya dekat
Pasar Kranggan, dan Jalan
Senopati. “Jalan Senopati
yang depan PKL batu akik itu
banyak parkir liar, sehingga
rutin ditertibkan,” kata dia.
Keberadaan jukir liar atau-
pun jukir bermasalah juga
menjadi persoalan di wilayah
Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY).
Sabar (40), warga Godean,
mengeluhkan jukir yang eng-
gan memberikan karcis. “Saat
ini banyak juru parkir tak
berkarcis. Kalau tidak diberi
(uang), marah. Kalau diberi,
berarti merestui tindakan me-
reka,” vjar dia.
Menurut Sabar, jukir liar ini
tidak hanya ada di jalan proto-

kol ataupun ruang publik. Ia
mencontohkan juga parkir di
Samsat Sleman. Saat kenda-
raan masuk, kata dia, tidak ada
petugas yang memberi karcis.
Namun, saat akan keluar, baru
ada orang yang meminta uang.
Ia menilai keberadaan jukir liar
ini bukan lagi meresahkan, te-
tapi juga turut memberatkan
warga. Ia mengkhawatirkan
praktik ini semakin menjamur.
Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informasi
(Dishubkominfo) Sleman Agoes
Soesilo Endiarto mengatakan,
untuk pengelolaan parkir itu
memang harus memiliki izin.
Jika tidak, kata dia, berarti
ilegal: Ia mengatakan, akan ada
sanksi bagi jukir ilegal ini, baik
pidana maupun denda. Menu-
rut dia, pengelola parkir yang
sudah memiliki izin pun bisa
dicabut surat keputusannya
jika melanggar aturan.
Terkait dengan persoalan
parkir ini, Agoes mengatakan,
pemkab dan dewan sekarang
ini tengah menyusun perda
baru. “Selain akan melakukan
penertiban, kami bersama de-
wan sekarang sedang menyu-
sun perda baru tentang perpa-
kiran di Sleman sebagai peng-_
ganti perda lama,” katad™
W97 ed:irfan

A/ weera! § e

Sifat Tindak La

Amat $egera [ Untuk Ditan

Seger: Qﬁntuk Diket

Biasa [ yumpa Pers

Yogyakarta, .....
Kepala

Ttd

Instansi

Nilal Berita

Sifat

Tindak Lanjut

1. Dinas Perhubungan
2. Dinas Ketertiban

Netral

Segera

Untuk Diketahui

Y ogyakarta, 17 Juni 2026

Kepala

lg. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005



mailto:upik@jogjakota.go.id
http://www.jogjakota.go.id
http://www.tcpdf.org

